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ABSTRAK

Dalam melaksanakan pemilihan umum adanya upaya lembaga terkait dalam
melakukan pengawasan terhadap mereka yang berkepentingan. Sifat partisipasi
peserta pemilu bertujuan membentuk pemilihan adil. Penelitian bertujuan untuk
mengetahui bagaimana penegakan hukum tindak pidana pemilu yang dilakukan
oleh Bawaslu Kota Batam dan seperti apa penguatan tugas dan kewenangan.
Kajian Kerangka teori yaitu kedaulatan rakyat dan kewenangan. Metode
penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris/penelitian
lapangan dengan studi wawancara dengan Bawaslu Kota Batam. Dilihat dari
peran Bawaslu Kota Batam dalam menjalankan tugas dan kewenangannya
membutuhkan tindakan tegas untuk menindak para elit politik yang mempunyai
dana besar dalam bermain politik. Tindak yang dilakukan berupa aturan hukum
jelas dan sanksi tegas seperti pemberian sanksi pidana maksimal kurungan atau
penjara serta denda yang lebih besar. Sehingga mereka yang bermain curang atau
para calon legislatif yang memainkan peran money politik menjadi lebih takut.
Selain itu, adanya dukungan sumber daya manusia dalam hal ini pegawai Bawaslu
Batam yang professional dibidangnya. Kemudian warga masyarakat harus pintar
dan bijak dalam memilih kadernya/wakilnya yang mau duduk dibangku legislatif.
Analisa data dapat yaitu analisis kualitatif, kemudian difokuskan, diabstraksikan,
disisikan data tersebut secara sistematis dan rasional untuk memberikan jawaban
terhadap permasalahan, sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah yang
diuraikan dalam pembahasan untuk kemudian disimpulkan.

Kata kunci: penegakan hukum, politik uang, pemilu



ABSTRACT

In general elections, the competent authorities try to control those who have an
interest. The nature of voter turnout is geared towards fair elections. The study
seeks to find out what Batam City Bawaslu's law enforcement election offenses
are and what the strengthening of duties and powers is. A study of the theoretical
system, namely human sovereignty and power. The author's research method used
is empirical legal research / field research with interview study with Batam City
Bawaslu. Judging from the role of Bawaslu in the city of Batam in carrying out its
duties and power, decisive action is needed to take action against the political
elite, which has many resources to play politics. Actions take the form of clear
legal rules and severe sanctions, such as maximum criminal sanctions for arrest
or imprisonment and higher fines. Therefore, those who cheat or are candidates
for the role of monetary policy legislators are more afraid. In addition, it is
supported by human resources, in this case Batam Bawaslu staff who are
professionals in their field. Community members need to be smart and wise to
choose their staff / representatives who want to sit in the legislature. Data
analysis can be a qualitative analysis, then it is focused, summarized, and the data
is systematically and rationally populated to provide answers to the problems so
that a solution to the problem described in the discussion can be found for later
conclusions.
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